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Fenegasan dari aspek kepegawaian
tentang dosen yang tugas belajar dan kaitannya
dengan sertifikasi dosen

Yth. Dicektur Ketenagaan
Dircktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta

Schubur gan dengar surat Saucara nomor 1179/D4.3/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai hal
tersebut di atas. denaan ini kami sampaikan hal-hal schagai berikut :

L. Dalam memahami ketentuan Pasal 26 huruf a Keputusarnn Menkowasbangpan Nomor
38 Kep/Mk. Waspan/8/1999  mengenai  pembebasan  sementara  dari  tugas-tugas
Jabatan bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, tidak
bisa dilihat hanya dari sati pasal ketentuan tersebut saja. tetapi juga harus merujuk kepada
ketentuan-ketentuan dalam peraturan lainnya sebagai berikut ¢

.

b.

C.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Keputusan Menkowasbangpan Nomor
38/Kep/Mk. Waspan /8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa dosen berkedudukan scbagui
pejabat  fungsional  dengan  tugas utama mengajar dan  tugas pokok
melaksanakan tridharma perguruan tingg)

Lampiran Il a  «d. 1T d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
36/D/O/2001, menyebutkan bahwa beban kerja doser (untuk melaksanakan tugas
utama dan tugas pokok) adalah ckuivalen dengan 40 (empat puluh) jam per-minggu.
Peraturan Presiden Womor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor
224/MP/1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, antara lain mengatur tentang
ketentuan  hukuman  adminisiratit  dan hukuman  jabatan  bagi  PNS vang
melalaik in/tidak melaksanakan penugasan (tugas belajar) sebagainiana mestinya,
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi PNS
Tertentu Di bidang Pendidikan, (yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007), dan Surat Fdaran Kepala BAKN
Nomor C7/SE/1977. Romawi VI angka 2. menyatakan bahwa PNS yang dibebaskan
dart tuges jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan karcna menjalankan tugas
belajar, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan pendidik
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2302 tentang Kenaikan Pangkat PNS, pada Pasal 13 antara lain discbutkan
bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (dosen) dapat dinaikan
pangkatr ya setiap kali setingkat lebih tingg: apabila telah memenuhi angka kredit
yang diventukan, tctapi bagi PNS yang sedang tugas belajar (Pasal 19) tidak
memerlukan persyaratan angke kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi
dalam batas jenjang jabatan terakhir yang dimiliki (jabatan yang dimiliki sebelum
melaksanakan tugas belajar)






